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Abstract

The implementation of mediation and arbitration as alternative dispute resolution in
Indonesia faces various complex challenges, ranging from low compliance with arbitration
awards, lack of public understanding, to limited human resources and supporting
infrastructure. These obstacles have resulted in the effectiveness of mediation and arbitration
being less than optimal and still less popular than dispute resolution through the courts.
This article examines these challenges and offers solutions in the form of improved education,
strengthened requlations, development of mediator and arbitrator competencies, and
effective use of technology. With these strategic steps, it is hoped that mediation and
arbitration can become the primary choice for resolving disputes quickly, cheaply, and fairly
in Indonesia.

Keywords: mediation, arbitration, dispute resolution, challenges, obstacles, alternative
dispute resolution, Indonesia, regulation, legal education, mediator, arbitrator.

Abstrak

Implementasi mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di
Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, mulai dari
rendahnya kepatuhan terhadap putusan arbitrase, kurangnya pemahaman
masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur
pendukung. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan efektivitas mediasi dan
arbitrase belum optimal dan masih kalah populer dibandingkan penyelesaian
sengketa melalui pengadilan. Artikel ini mengkaji berbagai tantangan tersebut dan
menawarkan solusi berupa peningkatan edukasi, penguatan regulasi,
pengembangan kompetensi mediator dan arbiter, serta pemanfaatan teknologi
secara efektif. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan mediasi dan
arbitrase dapat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa secara cepat,
murah, dan adil di Indonesia.

Kata kunci: mediasi, arbitrase, penyelesaian sengketa, tantangan, hambatan,
alternatif penyelesaian sengketa, Indonesia, regulasi, edukasi hukum, mediator,
arbiter.
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Pendahuluan

Dalam pelayanan kesehatan, hubungan antara tenaga medis dan pasien
merupakan hubungan yang kompleks dan sensitif, yang mengandung kewajiban
dan hak dari masing-masing pihak. Pelayanan medis idealnya menghasilkan
kondisi harmonis, namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketidakpuasan
pasien terhadap tindakan medis yang diberikan, sehingga memicu munculnya
sengketa medis (Republik Indonesia, 2023).

Sengketa medis didefinisikan sebagai perselisihan antara tenaga medis dan
pasien atau keluarganya terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelayanan
kesehatan. Perselisihan ini bisa berupa dugaan malpraktik, kelalaian, atau
kesalahan dalam tindakan medis yang menyebabkan kerugian pada pasien. Faktor
penyebab sengketa medis banyak dan beragam, mulai dari perbedaan persepsi
fakta medis, interpretasi data, kegagalan komunikasi, hingga prasangka
pelanggaran hak dan kewajiban. Kegagalan komunikasi efektif antara tenaga medis
dan pasien menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik, mengingat
pasien awam sering kesulitan memahami istilah atau prosedur medis yang
kompleks (Saputra H, 2023).

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan langkah legislatif
penting yang mengatur penyelesaian sengketa medis di Indonesia dengan lebih
komprehensif. Salah satu inovasi utama dalam UU ini adalah penekanan pada
penyelesaian sengketa melalui alternatif di luar pengadilan, yaitu mediasi dan
arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 (Rusdi, 2025).

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang bersifat restoratif
memberikan ruang bagi tenaga medis dan pasien untuk berdialog secara terbuka
dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan mediasi, proses
penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat, murah, dan terhindar dari konfrontasi
yang berkepanjangan. Arbitrase juga menawarkan alternatif penyelesaian sengketa
yang bersifat final dan mengikat, dengan proses yang lebih terstruktur dibanding
mediasi. Dalam konteks sengketa medis, arbitrase berpotensi memberikan
keputusan yang lebih cepat dan rahasia, sehingga dapat menjaga reputasi tenaga
medis dan institusi Kesehatan (Adi Muhammad Rusdi & dkk., 2025).

Namun, implementasi mediasi dan arbitrase di bidang pelayanan kesehatan
masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pihak terkait,
keterbatasan mediator yang kompeten di bidang medis, serta minimnya sosialisasi

terhadap keberadaan mekanisme alternatif ini di Masyarakat (Anonymous, 2023).
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Tenaga medis seringkali merasa kurang aman dan rentan terhadap tuntutan
hukum yang dapat mengganggu praktik profesionalnya. Oleh karena itu, sistem
penyelesaian sengketa yang efektif dan adil sangat dibutuhkan untuk melindungi
hak dan kewajiban kedua pihak tanpa harus menempuh proses litigasi yang
panjang dan mahal. Keberadaan mediasi dan arbitrase juga selaras dengan
kebutuhan perlindungan hukum dan etika profesi tenaga medis. Pelayanan yang
baik tidak berarti bebas dari risiko, namun adanya penyelesaian sengketa yang fair
dapat meningkatkan kepercayaan pasien sekaligus mendorong profesionalisme
tenaga medis (Rachman, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan analisis
dokumen hukum, literatur akademis, dan regulasi yang relevan, terutama mengacu
pada UU No. 17 Tahun 2023 dan UU Arbitrase. Metode ini dipilih untuk mendalami
aspek normatif dan konseptual optimalisasi mediasi dan arbitrase dalam konteks
sengketa medis.

Kajian ini penting dilakukan mengingat tren peningkatan jumlah sengketa
medis yang ditangani lembaga hukum maupun non-litigasi di Indonesia, serta
upaya pemerintah untuk melakukan pembaruan sistem penyelesaian sengketa
kesehatan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Dengan melakukan analisis terperinci terhadap ketentuan hukum dan
praktik penyelesaian sengketa, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi
strategis bagi penguatan dan optimalisasi mediasi serta arbitrase sebagai solusi
utama sengketa antara tenaga medis dan pasien di Indonesia sesuai dengan
semangat UU No. 17 Tahun 2023.

Metode Penelitian

Metode penelitian kajian pustaka adalah analisis informasi konseptual serta
data kualitatif dan kuantitatif dari artikel ilmiah yang sudah terpublikasi, berfungsi
sebagai panduan dalam mengkaji masalah penelitian. Proses ini dimulai dengan
identifikasi masalah, pengumpulan dan penyaringan literatur, kemudian data yang
diperoleh disajikan dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk mempertajam
metodologi dan tinjauan teoretis, serta memperoleh informasi mengenai penelitian
sejenis sebelumnya (Eliyah & Aslan, 2025). Langkah-langkah utama dalam
menyusun kajian pustaka meliputi penentuan topik, penelaahan literatur yang
relevan, perumusan masalah berdasarkan konsep yang disesuaikan,
pengembangan kerangka teoritis dan hipotesis, serta penyusunan ringkasan yang

menjelaskan keunikan penelitian (Torraco, 2020).

124



Hasil dan Penelitian
Analisis Ketentuan Mediasi dan Arbitrase dalam UU No. 17 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit
mengatur ketentuan mediasi dan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian
sengketa di luar pengadilan, khususnya dalam konteks sengketa medis dan
pelayanan kesehatan. Pasal 310 UU ini menegaskan pentingnya penyelesaian
sengketa di luar jalur litigasi melalui pendekatan restorative justice, memberikan
ruang bagi penyelesaian yang cepat, efektif, dan damai sesuai peraturan
perundang-undangan. Mediator dan arbiter dalam mekanisme ini berperan
penting, dengan mediasi menjadi langkah awal yang diutamakan, sedangkan
arbitrase dijadikan alternatif jika mediasi gagal mencapai kesepakatan (Mustika R,
2023).

Secara struktural, UU Kesehatan mengintegrasikan ketentuan penyelesaian
sengketa medis dan kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah undang-
undang menjadi satu payung hukum tunggal, memberikan kepastian hukum dan
perlindungan bagi tenaga medis dan pasien. Dalam hal terjadi perselisihan,
langkah awal adalah pelaporan ke Majelis Disiplin Profesi, serta didukung oleh
penegakan disiplin tenaga medis secara administratif yang dilandasi prinsip
keadilan restorative. Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa menekankan
pada prinsip win-win solution yang menitikberatkan pada penyelesaian damai
dengan prinsip netralitas dan integritas mediator (Bidari F, 2022).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam UU Kesehatan berlandaskan
pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, yang menjadi rujukan bagi prosedur arbitrasi dalam
sengketa medis. Arbitrase menjadi mekanisme hukum non-litigasi di mana para
pihak menyetujui penyelesaian konflik melalui arbiter atau majelis arbitrase yang
ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis. Aspek penting dalam arbitrase adalah
tertutupnya sidang dan rahasia persidangan yang memberikan keuntungan privasi
bagi para pihak serta penyelesaian sengketa dalam jangka waktu maksimal 180 hari
(Kartika D., 2024).

Arbiter yang diangkat harus memenuhi kriteria legal dan profesional yang
ketat, meliputi kecakapan hukum, usia minimal 35 tahun, tidak memiliki hubungan
keluarga dengan pihak yang bersengketa, dan memiliki pengalaman minimal 15
tahun di bidang terkait sesuai Pasal 12 UU Arbitrase. Jika para pihak tidak sepakat
dalam pemilihan arbiter, penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat menjadi
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solusi. Hal ini menguatkan prosedur agar arbitrase menjadi forum penyelesaian
yang adil dan objektif (Muhammad Fakih et al., 2025).

Dalam implementasinya, pembentukan Lembaga Mediasi dan Arbitrase
Medis dan Kesehatan Indonesia (LMA-MKI) merupakan terobosan penting agar
penyelesaian sengketa medis tidak hanya berhenti pada teori legislasi tapi dapat
diakses secara praktis dan profesional. LMA-MKI berfungsi sebagai wadah
penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip netralitas, integritas, dan win-
win solution sesuai dengan Pasal 310 UU Kesehatan. Keberadaan lembaga ini
menjawab kebutuhan praktis dalam penyelesaian sengketa medis dan kesehatan
yang efektif dan terpercaya (Rahmawati T., 2022).

Mediasi memegang peranan utama dalam menyelesaikan sengketa
kesehatan dengan pendekatan restorative justice, yang menekankan pemulihan
hubungan dan kepuasan para pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang
panjang dan berbelit. Apabila mediasi tidak berhasil, arbitrase menjadi solusi
hukum yang mengikat dengan keputusan final yang bersifat mutlak dan dapat
dilaksanakan. Namun, biaya arbitrase dan tidak adanya preseden hukum dalam
putusannya menjadi pertimbangan yang harus diwaspadai oleh para pihak yang
memilih mekanisme ini (FH Unila, 2023).

Penggunaan mediasi dan arbitrase dalam UU No. 17 Tahun 2023 bukan
hanya bertujuan mengurangi beban pengadilan, tetapi juga mengoptimalkan
penyelesaian sengketa medis dengan mengutamakan kecepatan, efektivitas, serta
keterbukaan bagi para pihak untuk berdamai. Hal ini sangat relevan mengingat
kompleksitas dan sensitivitas sengketa medis yang melibatkan aspek etis,
profesional, dan kemanusiaan (Situmorang, 2023).

Di samping itu, UU ini mengandung upaya perlindungan hukum bagi
tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai standar prosedur, sehingga sengketa
yang muncul tidak langsung berhadapan dengan proses peradilan pidana atau
perdata yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan beban psikologis bagi tenaga
medis. Dengan adanya mekanisme mediasi dan arbitrase, potensi penyelesaian
secara kooperatif semakin terbuka lebar.

Lebih lanjut, mediasi dan arbitrase yang diamanatkan dalam UU Kesehatan
menghendaki adanya kerja sama erat antar berbagai pihak terkait mulai dari rumah
sakit, tenaga medis, organisasi profesi, hingga pasien. Upaya ini diharapkan dapat
meminimalisasi konflik dan memudahkan proses penanganan sengketa secara
cepat dan tepat serta menjaga hubungan baik antar pihak. Ini penting untuk

mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan
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(Raditya K., 2024). Ketentuan dalam Pasal 310 UU Kesehatan secara eksplisit
mendorong peraturan pelaksana dan pembentukan lembaga yang secara
fungsional melaksanakan mediasi dan arbitrase. Namun, sampai saat ini,
implementasi masih menghadapi tantangan karena belum optimalnya
pembentukan lembaga formal selain LMA-MKI dan masih terbatasnya sosialisasi
serta pelatihan bagi mediator dan arbiter (Gunawan Widjaja, 2020).

Penting juga dicatat, bahwa UU No. 17 Tahun 2023 menjadikan mediasi
sebagai metode penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh terlebih dahulu
sebelum menggunakan arbitrase atau jalur litigasi, sehingga mediasi berfungsi
sebagai filter konflik dan wahana komunikasi yang konstruktif antar pihak yang
bersengketa. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang berorientasi
pada pemulihan dan rekonsiliasi (Lestari T, 2024).

Arbitrase dalam penyelesaian sengketa medis menurut UU ini
mempertimbangkan karakteristik sengketa yang kompleks, seperti jumlah dan
nilai klaim, kompleksitas perkara, dan tingkat urgensi penyelesaian. Pihak-pihak
dapat menentukan sendiri jumlah arbiter dengan ketentuan kelipatan ganjil untuk
menghindari deadlock dalam keputusan arbitrase. Prosedur tersebut memberikan
fleksibilitas namun tetap menjaga aspek keadilan dan efektifitas proses arbitrase
(Prasetyo A, 2023).

Dari aspek hukum formal, UU No. 17 Tahun 2023 mengadopsi secara penuh
ketentuan UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 sebagai dasar hukum penyelesaian
sengketa non-litigasi, sehingga menjamin kepastian hukum, prosedur, dan
perlindungan hak-hak para pihak dalam proses arbitrase dan mediasi. Hal ini
memberikan jaminan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan secara
profesional dan transparan (Kostadin Dimitrov & Tsonka Miteva-Katrandzhieva,
2024).

Secara keseluruhan, ketentuan mediasi dan arbitrase dalam UU No. 17
Tahun 2023 menampilkan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa medis
yang lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan, kecepatan,
keterbukaan, dan prinsip keadilan restoratif. Meskipun demikian, keberhasilan
implementasi sangat bergantung pada kesiapan lembaga, sosialisasi intensif, dan
pelatihan pihak terkait agar mekanisme ini dapat berjalan optimal dan memberikan

manfaat nyata bagi dunia kesehatan di Indonesia.
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Optimalisasi Mediasi dan Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Optimalisasi mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa
merupakan langkah strategis yang semakin mendapat perhatian, terutama dalam
konteks penyelesaian sengketa medis dan kesehatan. Mediasi dan arbitrase
menawarkan metode penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang lebih cepat,
efektif, dan fleksibel dibandingkan melalui pengadilan biasa. Hal ini penting
mengingat sengketa di bidang medis yang kerap kompleks, sensitif, dan
membutuhkan penanganan yang tidak merusak hubungan antara pasien dan
tenaga Kesehatan (Gunawan Widjaja, 2021).

Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa mengedepankan prinsip win-
win solution, di mana mediator yang netral membantu para pihak mencapai
kesepakatan bersama. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan
mediasi sebagai tahap wajib sebelum melanjutkan ke arbitrase atau litigasi.
Keuntungan mediasi antara lain proses yang relatif cepat, biaya yang lebih rendah,
dan menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Hal ini sangat relevan
di sektor kesehatan yang sangat mengandalkan kepercayaan dan komunikasi
antara tenaga medis dengan pasien (Gunawan Widjaja, 2021).

Arbitrase sebagai alternatif lain berfungsi sebagai penyelesaian yang bersifat
mengikat dan final, dengan proses yang tertutup dan waktu penyelesaian
maksimal 180 hari. Meskipun arbitrase memiliki biaya yang lebih tinggi dan tidak
menghasilkan preseden hukum, ia memberikan kepastian hukum yang mutlak
serta menjaga kerahasiaan sengketa antara para pihak. Dalam arbitrase, arbiter
yang profesional dan memenuhi syarat tertentu akan ditunjuk untuk memberikan
putusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku (Abbas B., 2024).

Optimalisasi kedua mekanisme ini dapat dilakukan dengan pembentukan
dan penguatan lembaga khusus, seperti Lembaga Mediasi dan Arbitrase Medis dan
Kesehatan Indonesia (LMA-MKI). LMA-MKI dirancang untuk memenuhi
kebutuhan penyelesaian sengketa medis secara profesional, netral, dan terpercaya,
sehingga masyarakat dan tenaga kesehatan memiliki akses yang mudah dan adil
dalam menyelesaikan konflik. Penguatan lembaga ini diharapkan dapat mengatasi
keterbatasan mekanisme non-litigasi yang selama ini belum maksimal terlaksana
(Susilo, 2018).

Pelatihan dan sertifikasi untuk mediator dan arbiter merupakan aspek
penting dalam optimalisasi penyelesaian sengketa. Mediator yang terlatih dan
memahami konteks medis serta aspek hukum dapat memberikan bantuan yang

objektif dan efektif dalam proses mediasi. Begitu juga, arbiter yang berkompeten
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harus memahami seluk-beluk sengketa medis agar putusan arbitrase dapat
diterima dan dihormati oleh para pihak (Sari D., 2021).

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pasien dan tenaga
medis, tentang tata cara dan manfaat alternatif penyelesaian sengketa juga perlu
ditingkatkan. Kesadaran dan kepercayaan publik terhadap mediasi dan arbitrase
berpengaruh besar terhadap keberhasilan penyelesaian di luar pengadilan.
Penguatan komunikasi dan transparansi menjadi faktor kunci agar alternatif
penyelesaian sengketa ini dapat menjadi pilihan utama para pihak (Ramadhan,
2023).

Keberadaan mediasi dan arbitrase dalam Undang-Undang Kesehatan
memberikan payung hukum yang jelas dan legitimitas formal bagi metode non-
litigasi ini. Dengan landasan hukum yang kuat, para pihak mendapat jaminan
bahwa proses yang dijalani akan adil, berimbang, dan memiliki kekuatan hukum.
Oleh sebab itu, penerapan mediasi dan arbitrase harus didukung dengan regulasi
pelaksana serta standar operasional prosedur yang baku agar dapat diandalkan
(Atmadja W, 2023).

Dalam konteks praktis, penyelesaian sengketa melalui mediasi mampu
mengurangi beban pengadilan dan mencegah proses litigasi yang panjang, mahal,
serta berpotensi memperburuk hubungan antara pihak bersengketa. Pendekatan
restoratif yang diusung mediasi membantu memulihkan hubungan antara pasien
dan tenaga kesehatan, sebuah nilai plus yang sulit didapat dalam proses litigasi
tradisional (Syaroni & Widyaningrum, 2024).

Arbitrase juga memiliki peran penting dalam konteks sengketa yang lebih
kompleks dan membutuhkan putusan yang mengikat secara hukum. Mekanisme
ini memberi kepastian penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses
pengadilan yang panjang dan birokratis. Dalam prakteknya, arbitrase dapat
menyesuaikan jumlah arbiter sesuai tingkat kompleksitas kasus agar putusan dapat
diambil dengan objektivitas tinggi dan tepat waktu (Syarafina H., 2023).

Kendala yang masih terjadi dalam optimalisasi mediasi dan arbitrase antara
lain kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap proses, keterbatasan
mediator dan arbiter berkompeten, serta kurangnya sosialisasi mengenai alternatif
penyelesaian sengketa. Tantangan ini harus dijawab dengan penguatan kapasitas
mediator dan arbiter, serta peningkatan akses dan informasi publik agar
penerimaan masyarakat terhadap mekanisme ini meningkat (Zamzami R, 2023).

Pengembangan sistem teknologi informasi juga menjadi aspek pendukung

penting dalam optimalisasi mediasi dan arbitrase. Platform digital dapat
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memudahkan akses akses penyelesaian sengketa secara online, mempercepat
proses administrasi, dan memperluas jangkauan layanan baik bagi pasien maupun
penyedia layanan kesehatan yang tersebar di wilayah geografis luas (Susilo, 2018).

Kolaborasi antara lembaga penyelesaian sengketa, organisasi profesi medis,
rumah sakit, dan pemerintah juga perlu ditingkatkan agar kebijakan dan
pelaksanaan mediasi dan arbitrase berjalan sinergis. Kerjasama ini akan
memperkuat standar pelayanan, meningkatkan kredibilitas lembaga alternatif
penyelesaian sengketa, serta memastikan keberlanjutan sistem penyelesaian
sengketa medis yang efektif dan berkeadilan. Penting pula mempertimbangkan
integrasi pendekatan mediasi dan arbitrase dengan sistem litigasi agar ada
kesinambungan dan pilihan terbaik bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa.
Implementasi tahap mediasi wajib dapat menjadi filter awal yang menyaring
sengketa sehingga hanya kasus yang benar-benar tidak dapat didamaikan saja yang
perlu dilanjutkan ke arbitrase atau pengadilan (Alissa & Sasmiar, 2021).

Perbaikan kebijakan yang mengatur biaya dan mekanisme pelaksanaan
arbitrase juga dibutuhkan agar tidak menjadi hambatan bagi para pihak yang ingin
menggunakan alternatif non-litigasi. Biaya yang cukup besar dalam arbitrase dapat
mengurangi akses keadilan, terutama bagi pihak pasien yang kurang mampu,
sehingga kebijakan subsidi atau skema biaya yang adil perlu dikaji (Nasution,
2020).

Optimalisasi mediasi dan arbitrase tidak hanya meningkatkan efisiensi
penyelesaian sengketa, tetapi juga mendukung kesejahteraan dan kualitas layanan
kesehatan dengan mengutamakan penyelesaian damai dan penghormatan
terhadap hak-hak semua pihak. Ini menjadi langkah maju dalam membangun
sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif dan berkeadilan di Indonesia
(Perdana R, 2022).

Kesimpulannya, optimalisasi mediasi dan arbitrase sebagai alternatif
penyelesaian sengketa membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, mulai
dari pembentukan dan penguatan lembaga khusus, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, penguatan regulasi, hingga sosialisasi yang masif kepada publik.
Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya mekanisme ini dapat menjadi solusi
penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keadilan

restoratif yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dunia kesehatan.
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Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Mediasi dan Arbitrase

Implementasi mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa
di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang cukup kompleks
dan beragam. Salah satu masalah utama adalah masih rendahnya tingkat
kepatuhan pihak yang kalah terhadap putusan arbitrase. Banyak pihak yang kalah
sengketa mengajukan gugatan pembatalan putusan ke pengadilan, sehingga
melemahkan efektivitas arbitrase yang sebenarnya bertujuan memberikan
penyelesaian yang cepat dan final. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum
dan memperpanjang penyelesaian sengketa (Hartati S, 2022).

Selain itu, masyarakat dan pelaku bisnis masih kurang memahami
mekanisme dan manfaat mediasi serta arbitrase. Kurangnya sosialisasi
menyebabkan alternatif penyelesaian sengketa ini belum mendapat dukungan luas
dan dipandang kurang populer dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Hal ini
turut menghambat perkembangan arbitrase dan mediasi sebagai pilihan utama
penyelesaian sengketa (Siahaan M, 2022).

Budaya litigasi yang kuat di Indonesia juga menjadi hambatan signifikan.
Banyak pihak lebih percaya kepada prosedur pengadilan formal dan menganggap
ADR, khususnya mediasi dan arbitrase, sebagai langkah kedua atau bahkan
sebagai formalitas tanpa kekuatan nyata. Dominasi budaya litigasi ini membuat
kesulitan dalam mendorong pemanfaatan mekanisme ADR secara optimal
(Republik Indonesia, 2023). Biaya menjadi salah satu faktor penghambat lain,
khususnya dalam arbitrase. Banyak pelaku usaha menganggap arbitrase mahal,
kendati arbitrase dimaksudkan sebagai solusi yang efisien dan lebih murah
dibandingkan pengadilan. Persepsi ini berasal dari kebiasaan mediasi tradisional
yang melibatkan tokoh masyarakat dengan biaya minimal atau tanpa biaya,
sehingga masyarakat merasa enggan mengadopsi arbitrase yang melibatkan biaya
profesional yang lebih tinggi (Saputra H, 2023).

Implementasi mediasi daring juga menghadapi kendala teknis seperti
jaringan internet tidak stabil dan keterbatasan kemampuan teknis para pihak dalam
mengoperasikan platform mediasi online. Kurangnya interaksi tatap muka juga
berpengaruh pada efektivitas mediasi karena mediator sulit menangkap bahasa
tubuh dan sinyal non-verbal yang penting dalam membangun kepercayaan dan
memahami emosi para pihak. Keterbatasan jumlah dan kompetensi mediator dan
arbiter profesional juga menjadi kendala penting. Khususnya dalam ranah-ranah
tertentu, seperti sengketa medis, sangat sedikit arbiter dan mediator yang benar-

benar memahami isu spesifik tersebut sehingga mengurangi kualitas penyelesaian
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sengketa alternatif tersebut. Hal ini membutuhkan perhatian untuk pengembangan
sumber daya manusia di bidang ADR (Rusdi, 2025).

Harapan dan ekspektasi para pihak sering kali tidak sejalan sehingga
menyulitkan proses negosiasi dalam mediasi. Ekspektasi yang terlalu tinggi dari
satu pihak dan ketidaksiapan kompromi menyebabkan banyak mediasi gagal
mencapai kesepakatan. Dari sisi regulasi dan kebijakan, meskipun sudah terdapat
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa beserta Perma terkait arbitrase syariah dan pelaksanaan putusan arbitrase
asing, masih ditemukan ketidakharmonisan dengan regulasi lain dan kurangnya
perlindungan hukum yang konsisten. Hal ini berpotensi menimbulkan
kebingungan dan ketidakpastian dalam praktik (Adi Muhammad Rusdi & dkk.,
2025).

Kendati putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, masih terdapat
peluang upaya hukum pembatalan sehingga membuat para pihak ragu terhadap
kekuatan hukum putusan tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun
2016 sudah mengatur sikap MA terkait permohonan pembatalan putusan arbitrase,
namun praktik di pengadilan belum sepenuhnya konsisten mendukung finalitas
putusan arbitrase (Anonymous, 2023).

Perbedaan kekuatan antara pihak dalam proses ADR juga menjadi masalah
serius. Dalam kasus ketenagakerjaan misalnya, pihak perusahaan yang lebih kuat
cenderung mendominasi hasil, sehingga buruh yang relatif lebih lemah merasa
tidak mendapat keadilan. Kondisi ketidakseimbangan ini mengurangi kepercayaan
pada proses ADR dan mendorong mereka kembali ke jalur litigasi formal.
Kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai juga menjadi hambatan.
Infrastruktur arbitrase yang berkualitas, termasuk tempat penyelenggaraan dan
sarana pendukung, serta kemudahan akses teknologi mediasi online perlu
diperkuat agar proses berjalan efektif dan professional (Rachman, 2023).

Kapasitas dan kualitas mediator serta arbiter perlu ditingkatkan melalui
pelatihan dan sertifikasi berkala agar mampu menangani kasus dengan
kompleksitas yang meningkat. Tenaga profesional yang kompeten sangat
menentukan kualitas dan kredibilitas ADR di masyarakat. Minimnya edukasi
hukum kepada masyarakat dan pelaku bisnis tentang mekanisme, keuntungan,
serta proses arbitrase dan mediasi memperlambat adopsi metode ini dalam
penyelesaian sengketa (Mustika R, 2023). Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif
diperlukan agar pemahaman meningkat dan budaya penyelesaian sengketa

melalui ADR dapat tumbuh. Adanya potensi konflik kepentingan, terutama terkait
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pemilihan arbitrator independen yang benar-benar netral, juga menjadi tantangan.
Isu independensi dan profesionalisme arbiter harus dijaga agar proses arbitrase
diterima sebagai proses yang adil dan dapat dipercaya (Bidari F, 2022).

Terakhir, regulasi harus terus diperbaharui untuk mengakomodasi
perkembangan metode ADR dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi,
termasuk mengatur pelaksanaan mediasi daring dan penguatan penegakan
putusan arbitrase agar semakin efektif dan terpercaya.

Dengan pemahaman terhadap hambatan tersebut dan upaya strategis
berupa peningkatan sumber daya manusia, perbaikan regulasi, sosialisasi yang
masif, dan pengembangan infrastruktur teknologi, Indonesia dapat
mengoptimalkan peran mediasi dan arbitrase sebagai metode penyelesaian

sengketa yang cepat, murah, dan efektif.

Kesimpulan

Implementasi mediasi dan arbitrase di Indonesia menghadapi berbagai
tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap
mekanisme tersebut. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat
kepatuhan terhadap putusan arbitrase, dimana banyak pihak yang kalah sengketa
mengajukan keberatan ke pengadilan sehingga mengurangi finalitas dan kecepatan
penyelesaian. Selain itu, masih ada ketidakharmonisan regulasi nasional dengan
aturan internasional yang menjadi dasar pelaksanaan arbitrase, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam penerapan putusan
arbitrase secara konsisten.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman dan
sosialisasi mengenai keuntungan serta proses mediasi dan arbitrase kepada
masyarakat dan pelaku bisnis. Kurangnya edukasi ini membuat banyak pihak lebih
memilih jalur litigasi formal karena merasa mekanisme alternatif masih asing atau
tidak memberikan perlindungan yang cukup. Ditambah lagi, tantangan teknis
seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai mediator dan
arbiter profesional, infrastruktur yang belum memadai, serta hambatan dalam
mediasi daring mempersempit peluang penyelesaian sengketa secara efektif
melalui mekanisme ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan
upaya terpadu berupa peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat
lebih memahami manfaat arbitrase dan mediasi. Penguatan regulasi agar lebih
harmonis dengan standar internasional dan menjamin independensi serta

profesionalisme mediator dan arbiter adalah langkah penting agar putusan
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arbitrase diterima sebagai final dan mengikat. Selain itu, investasi dalam pelatihan
SDM, pengembangan infrastruktur, dan penggunaan teknologi mediasi daring
yang andal akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat

penyelesaian sengketa alternatif yang efektif dan dipercaya.
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